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BUPATI .EIN'I‘AN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEFUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : &0/ 7/ 22ds

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWARBAN PELAKSANAAN
APEBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN AFPELY KABUPATEN BINTAN

Menimbang :

A

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 avat {1]
Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam  penyvusunan rANCAENEAN
peraturan dacrah tentang pertanggungiawaban pelaksanasan
APBDY dan rancangan peraturan bupat tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan
perlu  dibentuk tim penyusunan rancangan peraturan
dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupab Bintan
tentang Pembentukan Tim Pelaksana sub kematan
Koordinasi dan Penyvusunan Hancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provins
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran  Pertangpungjawaban  Pelaksanaan  APBD
kabupaten/Kota pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan
Tahun Anggaran 2023,

Mengingat . . .



Mengingat

o}

B,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 149536  tentang
pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup
Daerah Propinsi Sumatera Tengah ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme [(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran MNegara Eepub
lik Indonesia Nomar 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 entang Keuangan
Negard [(Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Imdomesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemernksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
|[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemenntah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan , . .



Menetapkan
KESATU

14}

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2000
Momor 210, Tambahan Lembaran Nepara Eepublik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemernntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuwangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 20221 Nomor 11,):

Peraturan Bupat Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angparan 2023 [(Berta Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2022 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Hoordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Dasrah Tentang Pertangpungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupari
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APRD

Kabupaten . | .



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Kabupaten Bintan dengan susunan lim schagaimana

tercantum dalam Keputusan Bupati ini,

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai  Tugas dan  Tanggungjawab  sebagaimana

tercantum dalam Lampiran [l Keputusan Bupati ini.

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA Tim bertanggung jawab pada Bupati Bintan.,

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan
Bupati i dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bandar Sen Bentan
pada tanggal 9 Jonwen 33
f BUPATI BINTAN, ’
s -
ROBY KURNIAWAN

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

- ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Inspekiur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar 3ri Bentan;



LAMPIRAN |

: KEPLUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR . BOA) fzo2a
TANGGAL : © 3O 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

IL

PENGARAH
KOORDINATOR

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN
SEKRETARIS DAERAH

Plt. SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BINTAN

KASUBBID., AKUNTANS] PENGELUARAN
KASUEBBID. AKUNTANS] PENERIMAAN
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

RlA  ANIKA, 5 H, MH [PERANCANG

FPERATLURAN PERUNDANG-UNDANCAN

FEBRINA TRI ANJELINA S.Ak (PENATA

[, KETUA KEPALA BKAD KABUPATEN BINTAN
V. WAKIL KETUA
V. SEKRETARIS KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BKAD
KARUPATEN BINTAN
VI, WAKIL SEKRETARIS KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BINTAN
VIL. ANGGOTA E
BKAD KAB, BINTAN
2.
BKAD KAB. BINTAN
3.
4.
AHLI MUDA)
5.
LAPORAN KEUANGAN)
6. ARIES SUGIYANTO, ST
ANDHIARMA TESAMARIS, SE
FUTEA SATRIA, 5.50s

f BUPATI BINTAN i

——---'---_-_---I
RODBY KURNIAWAN



LAMPIEAN II : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR
TAMGGEAL :

TUGAS DAN TANGGUNG JAWARB

TIM KOORDINAST DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD KABUPATEN BINTAN

TAHUN ANGGARAN 2023

"Hn.

Tugas

Penanggung Jawab

L (L

Memberikan arahan dan petunjuk dalam
penyusunan  rancangan Peraturan  Daerah
tentang Pertangeungiawaban Pelaksanaan
APBD} dan Peraturan Bupati Bintan tentang
Penjabaran Pertangpungiawaban Pelaksanaan
APBD sesual ketentuan peraturan perundang-

undangan;

Menandatangani dokumen-dokumen
penyusunan rmancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban — Pelaksanaan
APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD; dan

Mengesahkan dan menandatangani minot
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraluran Bupal
Bintan tentang Penjabaran

Pertangoungawaban Pelaksanaan APBD.

Selaku Koordinator pengelolaan  keuangan
daerah memberika arahan dan petunjuk serta
mengkoodinir  seluruh proses  kegiatan
penyusunan rtancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungiawaban  Pelaksanaan
APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanazn
APBD;

Pengarah

Koordinator




Meneliti kembali, menvetujui serta
membubuhkan tanda tangan pada minot
Peraturan Daerah ientang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  APBD  dan Peraturan Bupati
Bintan tentang Pemjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBL;

Mengikuti rapat pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanman APBD dan Peraturan Bupati
Bintan tentang Penjabaran
Pertangpungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai
Jadwal vang telah ditetapkan; dan

Menghkorelsi dan memparaf lembaran
dokumen-dokumen penyusunan TANCATEAN
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelalksanaan APBD dan Peraturan Buparti
Bintan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APRD
sebelum ditandatangani oleh Bupati atau Walal
Bupati.

Memberikan arahan dan petunjuk  dalam

rangka penyusuhan  rancangan  Peraturan

Diaerah tentang Pertanpgungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupat
Bintan tentang enjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Mengkoreksi dan membubhkan paraf pada
lembaran dokumen Peraturan Daerah tentang
Pertanggungawaban Pelaksanaan APED dan
Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran
Pertangpungjawaban Pelaksanaan APBD untuk
solanmjutnya diparaf oleh Sekretanis Daerah
sebelum ditanda tangam oleh Bupati;

Mengkorekss dan menandatangani minot
Peraturan Daerah tentang Pertangpungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupatii

ketua




Hintan tentang .PL‘ﬂjH.}JHraH
Pertanggungjawaban Pelaksanaan AFBD
sebelum di telii kembali oleh Bagian Hukum
Sekratariat Daerah; dan

Mengikuli rapat-rapat pembahasan rancangan
Perafuran Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan  Peraturan  Bupan
Hintarn tentang Penjabaran
Pertanggungjiawaban Pelaksanaan APBD sesuai
jadwal vang telah ditetapkan.

Membaniu  lugas ketua dalam membenkan

arahan dan petunjuk dalam rangka '

penyvusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
APBD dan Peraturan Bupati Bintan tentang
Penjabaran Pertangpungjawaban Pelaksanaan
APBD;

Membantu tugas ketua dalam mengkoreksi
dokumen Peraturan Daerah tentang
Pertangpungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD uniuk
selanjutnya diparal oleh  Sekretaris Daerah
sebelum ditanda tangani oleh Bupati;

Membantu tugas ketua dalam mengkoreksi
Fagkinlels Peraturan Daerah tentang
Pertangeungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APRD
sebelum di teliti kembali oleh Bagian Hukum
Sekratariat Daerah; dan

Mengikuti rapat-rapat pembahasan rancangan |

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati
Bintan tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sesuai

Wakil Ketua




‘ | i adwal yang telah ditetapkan,

‘v.

1.

Membantu arahan kepada angsota Tim dalam
Tangka  proses PeNVUSUNAN  TANCATIEHAN
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati
Bintan lentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBEDY

Mengkoreksi serta meneliti draf rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupat
Bintan tentang Penjaharan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk
selanjulnya diparaf oleh Sekretans Daerah

sebelum ditanda tangani oleh Bupati,

Mengkoreksi dokumen-dokumen pendukung

yang berhubungan dengan rancAangan |

Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati
RBintan tentang Pemjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD
sehelum di teliti kembali oleh Bagian Hukum
Sekratanat Dacrah; dan

Mengikuti rapat-rapat pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan PBupati
RBintan tentang Menjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai
jadwal vang telah ditetapkan.

VI.

Meneliti dasar-dasar hukum peraturan
perundang-undangan dalam minot rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati
Bintan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

Membubuhkan tanda tangan pada minot

TATICATIEATL Peraturan Daerah tentang

Sekretaris

Walil Sekretaris




Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,;

Mengikuti rapat-rapat pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupat
Bintan tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan

Menandatangani salinan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanazaan
APBD dan Peraturan Bupat Bintan tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD,

Melaksanalkan dan menglkoordinasikan

Tahapan Penyusunan rancangan Peraturan |

Daecrah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan |
Rancangan Peraturan Bupati Tentang

Penjabaran Pertanggungawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021;

Melakukan pengolahan data hasil inventarisasi,
perumusan terhadap hasil eclah data, dan
menvajikan laporan dalam bentuk Laporan
Periangpungjawaban  Pelaksanaan  REealisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

Menvusun dan menmilal  pos-pos lannyva,
mengolah data dan menyvajikan dalam bentuk

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Menyiapkan =secara teknis penvampaian
rancangan Peraturan Daerah rentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD kepada DPRED untuk dilakukan |

permbahasan,

Anggota




Melaksanakan dan menvigpkan rancangan
Peraturan Dacrah tentang Pertangpungiawaban
pelaksanaan APBD dan Rancanpan Peraturan |
Bupati Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD uniuk

dievaluasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

Melaporkan tugas dan tanggung jawab secara
periodik kepada Sekretaris dan Ketua Tim.

f BUPATI mrrmw ’

ROBY KURNIAWAN




